BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1.  Permasalahan Pembangunan
1. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, dihadapkan dengan permasalahan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang masih rendah. Walaupun secara rata-rata sesuai indikator makro memberikan gambaran yang cukup namun masih terdapat permasalahan terkait yang perlu dituntaskan, seperti adanya disparitas tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara laki-laki dan perempuan, antara penduduk di kota dan perdesaan serta antar wilayah kepulauan. 
Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas khususnya pada daerah tertinggal dan terpencil serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.
Di awal periode pemerintahan Kota Tual, secara bertahap diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dalam kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Maluku yang disebabkan antara lain oleh :
(a) Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan di seluruh kecamatan Kota Tual. 
(b) Rendahnya minat baca yang disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana, antara lain, buku dan perpustakaan.
(c) Masih rendahnya sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sehingga kurikulum belum relevan dengan kebutuhan pasar dan pembangunan wilayah yang sesuai dengan sumber daya alam di wilayah Kota Tual;
(d) Masih rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
(e) Masih tingginya angka buta aksara dan putus sekolah 

2. Kesehatan
Di bidang kesehatan juga menunjukan kondisi yang sama yaitu, masih rendahnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, hal ini tercermin dari beberapa indikator makro seperti umur harapan hidup sekitar 65 tahun, angka kematian bayi mencapai 40 persen, serta tingkat prevelensi gizi buruk pada anak balita mencapai 40 persen. Kondisi tersebut disebabkan : (1) terbatasnya tenaga kesehatan pada semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan; (2) keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya keluarga miskin di daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis yang sulit. Ketimpangan dalam mengakses pelayanan kesehatan tersebut khususnya dirasakan oleh penduduk desa-kota, terpencil, tertinggal, dan kepulauan; (3) adanya berbagai penyakit menular seperti muntaber, dan penyakit menular lainnya. (4) Rendahnya pemenuhan gizi terutama Ibu, bayi, dan balita dari keluarga miskin, serta rendahnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat. 

3. Kependudukan
Di bidang kependudukan terdapat permasalahan berupa masih tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hak-hak reproduksi; masih rendahnya usia kawin pertama penduduk; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; masih lemahnya institusi daerah dalam pelaksanaan program KB; belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. 
4. Kesejahteraan Sosial
Di bidang Kesejahteraan sosial; kondisi kesejahteraan sosial masyarakat relatif masih rendah selain tiu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dalam konteks, sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, temasuk ketersediaan data, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Tingginya Angka Kemiskinan, Pengangguran Dan Kesenjangan Sosial 
(a) Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi tersebut tercermin dari kualitas sektor pendidikan, kesehatan, pendapatan serta kesejahteraan sosial masyarakat yang masih rendah.  
(b) Masyarakat miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau menghadapi masalah keterbatasan pemenuhan hak dasar berupa : 
· terbatasnya kecukupan mutu dan pangan;
· terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
· terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; 
· terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; 
· terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; 
· terbatasnya akses terhadap air bersih;
· rendahnya partisipasi masyarakat. 
(c) Sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan formal tingkat pertama dan keterampilan yang rendah serta umumnya masih berusia muda, penciptaan lapangan kerja yang baik serta pemberian dukungan yang diperlukan agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas tinggi.
(d) Masyarakat miskin juga mempunyai akses yang terbatas untuk memulai dan mengembangkan koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM). Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah sulitnya mengakses modal dengan suku bunga rendah, hambatan untuk memperoleh izin usaha, kurangnya perlindungan dari kegiatan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan dan terbatasnya akses terhadap informasi, pasar, bahan baku, serta sulitnya memanfaatkan bantuan teknis dan teknologi. Ketersediaan modal dengan tingkat suku bunga pasar masih sulit diakses oleh pengusaha kecil dan mikro
(e) Terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam dan menurunnya mutu lingkungan hidup, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penunjang kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga terjadi dengan menyempitnya kepemilikan lahan dan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat miskin sebagai akibat penurunan mutu lingkungan hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. 
5. Perekonomian
Meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi daerah relatif cukup baik, namun dihadapkan pada potensi ekonomi daerah maka daya saing masih rendah ditandai dengan masih rendahnya ekspor komoditas dan produk unggulan daerah (kelautan dan perikanan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa). Hal ini disebabkan antara lain:
(a) Pengelolaan potensi sumberdaya alam yang belum optimal 
(b) Minimnya akseptabilitas Tranportasi dan Komunikasi serta informasi 
(c) Peran lembaga keuangan lokal yang minim (seperti Koperasi dan UMKM) yang diikuti dengan sulitnya akses masyarakat nelayan dan pengusaha kecil untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank
(d) Iklim usaha dan berinvestasi belum kondusif (proses perijinan yang masih berbelit, keamanan dalam berinvestasi serta tumpang tindihnya kewenangan antar pemerintahan) serta pola perekonomian lokal yang masih bersifat subsisten yang diikuti dengan belum tersedianya pasar bagi hasil produksi terutama hasil perikanan
(e) Belum terdapatnya prioritas komoditas unggulan yang harus dikembangkan, menjadi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif  yang  berakibat tidak meratanya pertumbuhan ekonomi lokal antar kawasan.
6. Sosial Budaya dan Agama
Sejalan dengan perkembangan tranformasi sosial budaya maka telah terjadi pergeseran nilai nilai budaya masyarakat Kota Tual, yang ditandai antara lain, (a) terjadinya deviasi filosofi budaya lokal yang menghambat proses pembangunan (b) terjadinya pergeseran nilai nilai keagamaan (c) masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai nilai agama dan norma budaya setempat (d) mulai maraknya masyarakat yang menggunakan miras dan obat-obat psikotropika.
Di bidang sosial keagamaan, tingkat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehiduan agama secara nyata. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul ke permukaan. 
7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Permasalahan utama lainnya adalah kecenderungan pemanfaatan bahan galian Gol C seperti pengerukan pasir. Kualitas manusia mempengaruhi kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.
Secara umum penggunaan lahan di Kota Tual masih belum termanfaatkan secara intensif dan masih sangat potensial untuk meningkatkan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk lahan perkebunan, pertanian lahan kering, dan lahan perkebunan.
(a) Belum tersedianya data potensi dan sumberdaya alam secara akurat
(b) Pengelolaan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil belum optimal  yang diikuti dengan degradasi lingkungan pesisir dan laut akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kaidah pelestarian lingkungan akibat minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kelestarian ekosistem pesisir yang diikuti dengan belum ada upaya konservasi sumberdaya alam  dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 
(c) Belum tersedianya pemetaan (tata ruang) sumberdaya sesuai karakteristik dan potensi wilayah  yang menyebabkan tidak tersedianya potensi unggulan wilayah 
(d) Pengelolaan sumberdaya alam masih bersifat subsisten melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang masih tradisional, yang diikuti dengan ketersediaan pasar dan pengelolaan sumberdaya pasca panen 
(e) Upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan lokal masih dihadapkan pada masalah irigasi teknis yang belum mampu melayani areal produksi pertanian, masih banyaknya lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terbatasnya sarana produksi pertanian, rendahnya kualitas petani, serta belum didukung oleh aksesibilitas wilayah yang menghubungkan kawasan-kawasan pertanian dengan pusat-pusat pemasaran. 
(f) Masih rendahnya produksi sumberdaya perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap akibat terbatasnya sarana prasarana budidaya dan penangkapan serta lemahnya teknologi penangkapan ikan, turut dipengaruhi oleh rendahnya SDM nelayan. 
(g) Belum berkembangnya kemitraan antara nelayan, lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemberdayaan dan pemerintah daerah.
(h) Dalam bidang pariwisata khususnya wisata bahari, belum tersedianya data dan dan potensi kawasan-kawasan wisata, yang berakibat terhadap minimnya promosi investasi, yang diikuti dengan belum tersedianya konsep pengelolaan kawasan wisata terpadu berbasis masyarakat.
(i) Maraknya aktivitas eksploitasi sumberdaya alam secara destruktif yang tidak memperhatikan kaidah fungsi lingkungan hidup.
(j) Dalam bidang mitigasi bencana Kota Tual memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
8. Penegakan Hukum
Masih lemahnya penegakan hukum di dalam masyarakat terutama oleh para penegak hukum sendiri. Kondisi ini tercermin salah satunya yaitu dengan maraknya illegal fishing dan aktivitas eksploitasi sumberdaya perikanan yang destruktif seperti penggunaan bahan peledak serta potasium. Keadaan ini dipicu dengan terbatasnya personil, minimnya sarana dan prasarana, luas dan beragamnya kasus yang muncul kepermukaan seperti pertikaian antar kampung dan lain sebagainya. 
9. Kewilayahan
Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, yang ditandai dengan: 
(a) Belum meratanya layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau yang berakibat tidak berkembangnya dayasaing antar wilayah 
(b) Rendahnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi 
(c) Terbatasnya Akses Layanan Perumahan yang sehat dan layak huni, rendahnya mutu lingkungan permukiman, dan lemahnya status hukum kepemilikan perumahan
(d) Terbatasnya Akses terhadap Air Bersih dan Aman, serta Sanitasi. Masyarakat miskin sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan keamanan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya air, belum terjangkau oleh jaringan distribusi, menurunnya mutu sumber air, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesehatan. 
(e) Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan, distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan komoditas unggulan akibat minimnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi 
10. Pemerintahan
Masih belum tersedianya produk-produk hukum sebagai payung dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan; masih besarnya tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil. 
Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut di atas, belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri,  masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.
Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik  antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.
Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.
Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-Government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (digital divide). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu, aparatur negara  harus mampu meningkatkan daya saing, dan menjaga keutuhan bangsa dan wilayah negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.
(a) Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintahan yang masih rendah menjadi faktor mempengaruhi belum optimalnya upaya perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
(b) Masih lemahnya system pengelolaan pemeritahan yang diakibatkan karena minimnya kuantitas dan kualitas sumberdaya Aparatur serta terbatasnya sarana prasarana pendukung pemerintahan.
(c) Pengelolaan keuangan daerah juga masih terhambat oleh kapasitas manajerial pengelolaan maupun terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan daerah, masih adanya praktek pemanfaatan keuangan daerah yang tidak baik, dan masih didominasinya keuangan daerah untuk membiayai belanja aparatur.  
(d) Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi penting yang dijalankan oleh pemerintah karena untuk tujuan itulah pemerintahan itu ada. Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang menciptakan sistem dan mekanisme yang transparan, cepat, murah, dan manusiawi. Kondisi seperti ini belum dapat dicapai bilamana komitmen bersama untuk segera mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih rendahnya. Kebijakan-kebijakan deregulasi dan debirokratisasi perlu segera diterapkan untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, serta etos dan budaya kerja aparat yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Persoalan yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu (a) belum adanya penetapan standar minimum pelayanan, (b) belum dibentuknya SKPD yang khusus menangani pelayanan publik (satu atap) untuk mewujudkan prinsip one stop service, serta (c) keterbatasan sarana prasarana pelayanan publik yang dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan pelayanan publik.

4.2.  Isu Strategis
1. Pendidikan
· Angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Tual Kepulauan yang masih rendah.
· Kualitas pendidikan belum merata dan sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan kualitas pendidikan untuk dapat bersaing dengan daerah lain.
· Penyebaran tenaga pendidik yang belum merata.
· Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan belum merata.
· Sarana pendidikan berupa laboratorium, perpustakaan, dan lapangan olahraga masih perlu ditingkatkan.
· Perlunya pengembangan kurikulum muatan lokal yang dapat memenuhi kebutuhan kompetensi siswa didik sesuai dengan kondisi sumber daya alam Kota Tual.
· Perlunya peningkatan sumberdaya manusia yang menguasai pengelolaan  sumberdaya kepulauan terutama kelautan dan perikanan.
· Manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara optimal.

2. Kesehatan
· Tenaga medis dan paramedis yang masih kurang dan belum tersebar secara merata pada semua kecamatan.
· Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 sebesar 152,2 persen menjadi 0 persen pada tahun 2012, serta pada tahun 2012 persalinan yang ditolong oleh tenaga medis meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana penolong persalinan yang ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2012 sebesar 61,44 persen. Sedangkan Cakupan pelayanan Antenatal sedikitnya 1 kali kunjungan sebesar 93,8 persen di tahun 2012 dan 4 kali kunjungan sebesar 74 persen di tahun 2013. Angka Kematian Balita  (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 sebesar 5,3 persen meningkat menjadi 12,0 persen dan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2011 sebesar 126 persen menurun menjadi 99 persen pada tahun 2013.
· Masih berjalannya proses pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Tual.
· Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat dan bersih masih rendah.
· Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat.
· Jangkauan pelayanan kesehatan relatif masih terbatas terutama pada Kecamatan Tayando dan Kecamatan Pulau-pulau Kur
· Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin masih rendah. 
· Rasio tenaga kesehatan yang masih relatif kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah yang memerlukan pelayanan kesehatan. 

3. Perekonomian
· Struktur perekonomian masih didominasi sektor primer (pertanian) dan sektor perdagangan sedangkan  sektor tersier yang meliputi industri pengolahan kontribusinya masih sangat kecil sehingga Kota Tual yang diarahkan menjadi maritime dengan sektor jasa dan industri yang berbasis pada sumberdaya kelautan perlu meningkatkan kontribusi kedua sektor tersebut pada PDRB nya.
· Belum optimalnya upaya pengelolaan sub sektor kelautan dan perikanan secara terpadu sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan.
· Masih perlunya peningkatan lapangan kerja yang cukup untuk menampung meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. 
· Akses pembiayaan usaha belum menjangkau seluruh kelompok-kelompok usaha terutama usaha kecil di sub sektor perikanan.

4. Ketenagakerjaan
· Struktur perekonomian masih didominasi sektor primer (pertanian) dan sektor perdagangan sedangkan  sektor tersier yang meliputi industri pengolahan kontribusinya masih sangat kecil sehingga Kota Tual yang diarahkan menjadi maritime dengan sektor jasa dan industri yang berbasis pada sumberdaya kelautan perlu meningkatkan kontribusi kedua sektor tersebut pada PDRB nya.
· Belum optimalnya upaya pengelolaan sub sektor kelautan dan perikanan secara terpadu sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan.
· Masih perlunya peningkatan lapangan kerja yang cukup untuk menampung meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. 
· Akses pembiayaan usaha belum menjangkau seluruh kelompok-kelompok usaha terutama usaha kecil di sub sektor perikanan.
5. Penataan Ruang
· Konflik wilayah petuanan dan illegal fishing; (2) perlunya pemanfaatan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan; (3) Rendahnya pemanfaatan potensi perikanan; (4) Tingginya potensi gempa di Kota Tual karena merupakan pertemuan 2 rangkaian pegunungan berapi dan terletak pada pertemuan 4 lempeng; (5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; (6) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah dalam mengendalikan illegal fishing; (7) Adanya ancaman kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; masih adanya tuntutan pemekaran wilayah.
· Kewenangan otonomi daerah yang memberikan kesempatan untuk mengelola potensi yang dimilikinya belum dapat dimanfaatkan secara baik.
· Kota pemekaran mempunyai tantangan yang besar sehingga membutuhkan upaya yang cepat, tepat, dan terpadu untuk mewujudkan kota Tual Kepulauan yang mandiri.
· Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan.
· Perlunya pengaturan dan sinkronisasi peruntukan pemanfaatan lahan yang dapat berpotensi mengakibatkan degradasi daya dukung lahan, seperti kegiatan alih fungsi lahan pertanian subur menjadi areal pemukiman dan lain-lain
· Lahan-lahan pengembangan yang tidak dimanfaatkan dan terbengkalai perlu dikelola sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
· Potensi sumberdaya kepulauan belum dimanfaatkan optimal 
· Meningkatnya abrasi pantai akibat pengerukan pasir di Wilayah Pulau Dullah Utara.
· Berkurangnya tutupan terumbu karang.
· Cadangan sumberdaya air semakin berkurang.
· Belum dimanfaatkan potensi sumber energi alternatif yang menggunakan sumberdaya alam.
· Belum tersedianya Stasiun Pengolahan Sampah Terpadu.

7. Sarana dan Prasarana
· Sebagai wilayah kepulauan, Kota Tual Kepulauan secara umum masih memiliki aksestabilitas yang rendah dalam menghubungkan antar kota ke desa, desa ke desa dan antar pulau.
· Sarana transportasi pelabuhan laut jika dibandingkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini kurang memadai terutama Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana transportasi laut yang menghubungkan pusat kota dengan 2 kecamatan tersebut.
· jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota dan desa, dan kantong-kantong produksi masih sangat terbatas dan minim.
· Belum semua masyarakat mendapatkan layanan PDAM sehingga untuk memenuhi kebutuhannya diperoleh dari PAH (Penampungan Air Hujan) dan membeli air dari swasta yang disuplai melalui Mobil Tangki (Rp. 60.000,- setiap Mobil Tangki, 4 meter kubik) di mana sumber air berasal dari sumur-sumur dangkal yang kualitasnya kurang memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi sebagai air bersih.
· Ketersediaan air bersih di Kecamatan Tayando Tam sangat minim sementara di Kecamatan PP Kur ketersediaan air bersih untuk saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat namun ketersediaan jaringan air yang belum merata.
· Jaringan drainase pada sebagian Kota Tual hanya dibangun pada jalan utama sehingga berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada saat hujan drainase untuk bagian wilayah kota yang lebih rendah tidak mampu menampung limpasan air hujan dari bagian wilayah kota yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan air melimpah ke badan jalan yang pada akhirnya mempercepat kerusakan jalan. 
· Kondisi sanitasi Kota Tual berdasarkan survei lapangan tergolong baik namun demikian di beberapa tempat terdapat tumpukan sampah plastik khususnya di dekat pelabuhan Tual. Hal ini berdasarkan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah tahun 2010 yang menunjukkan permasalahan lingkungan di Kota Tual lebih banyak disebabkan oleh masalah sampah rumah tangga karena belum mampu ditangani secara menyeluruh akibat keterbatasan fasilitas/sarana yang ada.
8. Hukum dan Aparatur
· Lemahnya penegakan hukum khususnya yang terkait tindak pelanggaran terhadap pencurian ikan dan perusakan lingkungan.
· Etos kerja aparatur yang masih rendah.
· Rasio jumlah penduduk dengan jumlah PNS Pemerintah Kota Tual masih rendah.
· Perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk e-government, e-budgeting, e-procurement, e-business, dan cyber law untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah serta mewujudkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.   

9. Kehidupan Beragama
· Potensi konflik umat beragama yang sangat tinggi.
· Latar belakang konflik sosial dan konflik antar umat beragama di masa lalu yang rawan terjadi kembali.
· Peran pemuka agama yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama.

10. Ketertiban dan Keamanan
· Tingginya angka kriminalitas.
· Tingkat penanganan tindakan pelanggaran hukum yang belum maksimal.
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